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KEPUTllSAN 

K.EPALA DlNAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR 
NOMOR: 421/DISDIK-BP/2016/ 0~ 

TENTANG 

PERSETUJUAN PENDIRIAN PENDlDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD TERPADU) 
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL 

Menimbang 

Mengingat 

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HIUR. 

a bahwa untuk berdirinya suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
di Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hu1-a1m dalam bentuk Izin 
Operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Rokan Hilir; 

b. bahwa untuk dikeluarkan Surat Izin Operasional dirnaksud harus memenuhi ketentuan 
yang berlaku untuk itu; 

c. bahwa untuk maksud pada poin a dan b diatas pelu ditetapkan dengan SK Kepala DiDas 
Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir. 

I . Undang-undang Nomor 53 Tahrm 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan. 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimrm, 
Kabupaten Natwta, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Talmo 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 80, Tambaban Lembaran Negara Nomor 3966), Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara 
4272) dan Undang-undang Nomor 34 Tabun 2008 (Lembaran Negara Tahw1 2008 
Nomor I 07, Tarnbaban Lembaran Negara Nomor 4880); 

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437); 

4 . Undang-undang Nomor 33 Talmo 2004 tentang Peri.mbangan Keuangan antam 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negarn Tahw1 2004 Nomor 1.26 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

5. Peraturan Pefnerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pm sckolnh (Lcmharan 
Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 34 I I) : 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tcntang Pendidikan Luar Sckolah . 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang perun serta mosyarnkat dalam 
Pcndidikan Nasional ; 



Mcnetapkan 
PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan (Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 4496); 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendid.ikan 
Anak Usia Dini : 

I 0. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang 
Pedoma.n Pcndirian Sekolah; 

11 . Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir. 

MEMUTUSKAN: 

Membe1ikan Persetujuan Pendi1ian Pendid.ikan Anak Usia Dini (PAUD-TERPADU) I 
lzin Operasional Sckolah kepada : 

Nama Lembaga 

Jenis Pendid.ikan 

Alamat 

Kelurahan/Kepenghuluan 

Kecarnatan 

Kabupaten 

"PAUD TERPADU ANANDA CERJA" 

TEMP AT PENITlPAN ANAK, KELOMPOK 

BELAJAR DAN BERMAIN (KBB), DAN T AMAN 

KANAK-KANAK(TK). 

JI. Mesjid Raya Siarang-Arang 

Siarang-arang 

Pujud 

Rokan Hilir 

Pengelola sebagaimana tersebut pada poin pertama agar dapat melaksanakan kegiatan 
prasekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan 
Daerah Penyelenggaraan Prasekolahan; 

Persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / Izin Operasional Sekolah ini hanya 
berlaku untuk Lembaga I Penyelenggara Sekolah tersebut sesuai lampiran keputusan ini 
dan tidak boleh d.ialihkan kepada Lembaga / Penyelenggara sekolah lain, pihak-pihak 
lain, apabila terjadi pengalihan maka persetujuan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku 
lagi ; 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemud.ian 
hari temyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

: Bagansiapiapi 
· 02 Februari 2016 

,MM 
Pellffl1:Q8:~ - '!"Muda, IV/c 
NIP. 19580121 198503 1 003 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 
1. Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi 
2. Carnal Pujud di Pujud 
3. Kepala UPTD Bina Pengelola Sekolah Kecamatan Pujud di Pujud 
4. Arsip. 
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